
BAB I.II 

SISTEM: PENTLIHAN-KEPALA NEGARA DALAM ISLAM 

A. Pehgertian, Dasar ~ Tujuan Pemilihan Dalam Islam 
-- -
1. Pengertian Pemilihan Dalam Islam 

sebelum kita membahas :-.J.ebih jauh tentang sistem pe­

milihan dalam Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui 

apa arti pemilihan dalam Islam. 

Da.lam Islam Pemilihan itu dapat diartikan dengan .. • 

.Bai'at. Jadi Ba.i'at adalah : pilihan rakyat atas imam, her 

sama dengan kepastia hak dan kewajiban timbal balik antara 

rakyat dan penguasa (Mumtaz Ahmad, 1993 : 81). 

Bai'at dalam Islam yang termashur adalah bai'at Al-Aqabah 

yang merupakan peristiwa sangat penting dalam sejarah per­

kembangan Islam. Tiap ada terjadi peristiwa pengangkatan ~ ­

seorang pejabat terutama pejabat tertinggi (Khalifah) ter-

jadi pula upacara bai'at timbal balik, bai'atnya lembaga 

(orang-orang) yang mengangkat dan bai'atnya orang ~yang di 

angkat. Adapun bai'at itu menjadi salah satu syarat dari 

suatu pengangkatan (Hasjmy, 1984 : 176). 

Dalam Istilah Hukum Idlam, bai'at mempunyai penger-

tian tersendiri, menurut Ibnu Kaldun sebagaimana dikutib, 

Hasjmy (1984 : 176) Bai'at ialah sebagai berikut : 

Sesungguhnya Ba.i'at yaitu janji taat setia, seakan 

akan para pengangkat berjanji kepada amirnya bahwa mereka 
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a kan menyerahkan perhatian dan pembelaan kepada urusan 

Amir sendiri dan urusan kaum Muslimin, mereka tidak akan 

menentang Amir dalam urusan-urusan itu bahkan akan di tatti-

nya terhadap segala perintah, baik dalam senaqg ataupun su-

sah. 

Inilah maksud bai'at menurut ketentuan-ketentuan ba­

hasa dan ketetapan syara', dan benarlah yang dimaksud da­

lam Hadits Nabi dengan bai'at Al-Aqabah yang berlangsung pa-

da suatu malam dibawah sepohon kayu, dari mana berasal kata 

kata bai'at menurut istilah hukum (Hasjmy, 1984 :176). 

Dari situlah asal mula bai'at para Khalifah, dan da­

ri situ pula dimulainya sumpah jabatan (Aimanul Bai'at). 

Para Khalifah diambil sumpahnya dan mengucapkan sumpah yang 

demikian, yang dinamakan pengucapan sumpah jabatan. Adapun 

riwayat shahih tersebut, bahwa Abdur Rahman bin 'Auf ber­

kata waktu melakukan bai'at untuk Usman, "Aku berbai'at uh-

tukmu atas dasar menjalankan Sunnah Allah dan Rasul-Nya ser-

ta Sunnah dua Khalifah setelah Rasul. "Setelah itu barulah 

orang ramai mengucapkan bai 'at seperti itu,. 

Adapun asal bai'at yaitu janji Imam untuk menjalan­

kan Kitab dan Sunnah s erta menegakkan kebenaran dan keadil­

an :dan janj i para pemil ih ( pengangkat~; .t.tntuk mendengar dan 

me ritaa ti Imam dan hal yang makruf > ( Has jmy, 1984 : 1 77) • 

Seperti firman Allah waktu terjadi peristiwa bai' at 

wanita untuk Nabi : 

( '": w~t) u..,J-"'~ ~~.J 
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"Mereka tidak boleh mendurhakai engkau dalam 
perbuatan ma' ruf 1

' . (Depaq RI., 1971 : 925). 
hal 

Menurut kamus bahasa Indonesia, Balai Pustaka .pe.-

ngertian Bai' at ialah . Pengangkatan, pengukuhan, dan pe-. 
lantikan secara resmi dan dapat juga diartikan dengan pe-

ngucapan sumpah setia kepada Imam (Pemimpin) (Depdikbud 

1990 . 67). . 
Adapun yang dimaksud dengan Bai'a.t Al-Aqabah, sP.ca­

ra harfiah berarti : Pernyataan dan s~~pcll setia yang di 

adakan di bukit 'Aqabah (Haikal, 1992 : 161). 

) 2. Dasar Pemilihan Dalam Islam 

Suatu pemerint2han yang diselenggarakan oleh masya-

rakat muslim harus mengindahkan dasar-dasar yang telah di 

berikan oleh syara' 2rtinya : suatu peme rintah dapat dika-

, 

takan pemerintah Islam apabilo. di dasari oleh ajaran Isl2m. 

Adapun kewa jiban penguass untuk pembuat perundang-undangan 

yang bersumber da ri Al-Qur' an dan Al-Sunnah, merupakan ke­

wajiban yang fundamental. Karena nengan dasar itulah pe­

nguasa dapat melaksanakan kebijaksanaan pokok, yaitu meng-

atur pemerintah dan masyarakat seuara benar dan membawa rne­

re ka menjauhi dari perbuatan salah ( s.Elwa, 1983: 113). 

Dalam Nash Al-Qur'an dan Sunnah, telah mewajibkan ,. 

pengangkatan Imam bagi jama'ah seperti : 

Firman Allah 

/ 
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"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah .. . Allah , 
Rasulullah dan Ulil Amri kamu '' (QS. 4: 59). 
(Depaq RI,: , 1971 : 128). 

Yang dimaksud Ulil-.t\mri: yaitu para pemimpin Negara ke­

cuali ayat Al-Qur'an tersebut di atas, juga terdapat pada 

Hadits ijabi saw. sebagai berikut 

"" ' :J\:;~....DIJ~,.,~\~~\~vo~_,J\~.\~ 

~ Jj.) j L,a.s-'--.Y'-' U1 t... \Jp I ~ ~ll.o I i.t" 
"' ~(t-"..J.:->\~ Ot°J~Uo\~~~\ &' ~J~\ 

. t3W~ 

"Dari n.bu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. ber­
sabda: Siapa yang mematuhi perintahku, maka sesung­
guhnya orang itu mematuhi perintah Allah. Dan siapa 
yang melanggar perintahku, maka sesungguhnya dia 
mendurhakai Allah. Siapa yang mematuhi perintah pem 
besarku, maka sesungguhnya orang itu mematuhi pe­
rintahku. Dan siapa_:yang ,melanggar perintah pembe -
sarku, maka sesungguhnya orang itu melanggar perin­
tahku 11 (Bukhari, tt, IV , 142). 

Nash tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum 

muslimin diwajibkan untuk mengangkat seorang Khalifah. 

Adapun, dasar-dasar Pemilu dalam Islam, yaitu : 

a. Musyawarah (Syura) 

Hal-hal yang berkaitan dengan urusan umat, maka se-
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~;:!(~ ·-- .- - - -

tiap pemerintah dituntut menyelenggarakan .musyawarah 

dengan umat karena pada dasarnya umat mempunyai hak untuk 

diajak musyawarah oleh pemerintahan. Dan memilih L: . ~ ~pala " 

negara dan pejabat yang bertanggung jawab (ulil-amri), dan 

berakhir dengan hal-hal yang bersangkutan dengan perundang 

-undangan dan perkara-perkara eksEkutif berdasarkan permu­

syawaratan kaum mukminin, baik yang diwujudkan , .. ~secara 

langsung atau dengan cara memilih para wakil rakyat di da-

lam suatu sistem pemilihan yang benar.(Abul A'.la Al-Maudu-

di, 1992 : 68). Sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-

Qur' an sebagai berikut : 

.,. 

~ ~./~t ~\, b~\',J.t b ("-';) ~~\ u.::JI_, 

"Dan orang-orang yang menerima Tuhan mereka dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan 
dengan musyawarah di antara mereka" . (QS. 42: 38) 

(Depaq , RI . t 1971 : 789). 

Yang dimaksud dengan urusan dalam ayat tersebut yaitu uru­

san peperangan, dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti : 

urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain. 

b. Keadilan 

Syari'at Islam menempatkan aspek keadilan pada po­

sisi yang tinggi dalam sistem perundang-undangannya. 

Tidak ada sistem yang begitu lengkap, .. kecuali Islam. 

Sebab banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan 
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berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia 

(Muhammed S. El-Wa, 1983 : 127). 

Jadi pada dasarnya syari'at Islam mewajibkan tegalmya ke­

adilan dalam semua aspek kehidupan manusia baik bagi diri 

sendiri maupun terhadap orang lain, sebagaimana dalam Al­

Qur' an menegaskan sebagai berikut : 

u~~_J~'\,..,,~w~' 
11 Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil 
dan berbuat kebajikan" ( QS .16 : 90). 

(Depaq RI., 1971 :415). 

Dalam surat lain Allah berfirman : 

i..f::: ~':,I_,~ I J1....:.,.:... 'lt~ ".>~;}.Ac...,._,!-~ .Lil'\'--.'..>\ 

. . _j~\ »,_:_}u->LJ1 

11 Sesungguhnya Allah· menyuruh kamu menyampaikan ama­
nah kepada yang berhak dan (menyuruh kamu) jika me­
netapkan hukum di an~ara manusia, tetapkan dengan 
seadil-adtlnya~! ( QS·. 4: 58). 

(Depaq ,RI; 1971 : 128). 

c. Kebebasan 

Islam mengakui adanya kebebasan untuk berfikir. 

Bahkan menjamin sepenuhnya dan dinilai sebagai hak dasar 

setiap manusia. Dalam sistem pemerintahannya, Islam juga 

amat menghargai nilai-nilai kebebasan i tu. ·· . 

Penghargaan sistem perundang-undangan Islam t erhadap ni-
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lai-nilai kebebasan itu tak dapat dibandingkan dengan sis­

tem lainnya yang diciptakan oleh manusia (Mohahlmed S. El­

Wa, 1983: 135). Ternyata, hak untuk memilih diberikan se-

sempurna oleh Islam. Kasus pelanggaran oleh Adam, nenek 

moyang manusia, barangkali merupakan puncak adanya kebebas­

an untuk memilih. Kebebasan memilih itu terus __ berlanjut 

ketika Adam turun ke bumi. Sebab pada hakekatnya Allah te­

lah melengkapi manusia kapasitas untuk menentukan pilihan 

yang benar, berkaitan dengan dasar kebebasan , ini, .. - .Allah 

berf irman : 

"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada ,·_ ... · ... Allah 
bersujud apa yang ada di · langit, .. di bumi, matahari, 
bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang -
binatang yang melata dan sebagian daripada manusia? 
Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan 
adzab atasnya 11 ( QS. 22: 18). 

(Depaq RI, 1971:514). 

d. Pe rsamaan 

Persamaan merupakan salah satu nilai yang amat 

penting dalam sistem perundang-undangan dan politik Islam. 

Persamaan ini berarti bahwa setiap individu dalam masyara-
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kat mempunyai hak yang sama. Juga mempunyai persamaan di 

dalam mendapatkan kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas­

kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul,bahasa 

dan keyakinan atau agama. ( s. El-Wa, 1983 : 143). 

Se.bagaimana Firman Allah : 

"Wahaimanusia, sesungguhpy:a kami menciptakan kali­
an dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kalian saling kenal mengenal. Sestmgguhnya 
orang yang paling mulia di antara kalian disisi-Nya 
adalah orang yang paling taqwa diantara kalian. Se­
sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha menge­
nal ( QS • 49 : 13 ) • 

(Depaq RI, 1971 : 847). 

3~Tujuan Pemilihan Dalam Islam 

Seperti telah dijelaskan di atas masa~ah Pemilu 

dalam Islam serta dasar pemilu, agar supaya kita menge-

tahui tujuan pemilu dalam Islam, maka kita akam membahas 

tentang masalah ini. 

Di dalam suatu negara Islam, diadakan pemilihan/ 

pengangkatan Kepala Negara sepenuhnya bergantung kepada 

masyarakat umum, dan tak seorangpun berhak untuk meng­

angkat diri dengan po.ksaan at au kekerasan se bagai . ·. , · . .Amir 

mereka (Al-Maududi : 1993 : 258). 
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Oleh sebab itu diadakan pemilihan, karena Islam melarang 

mengangkat diri sebagai Khalifah (pemimpin), kecuali deng­

an persetujuan umat (ahli syura), dan tidak boleh ~ memaksa 

seorang untuk menjadi amir. 

Tujuan Pemilu dalam Islam, adalah: melilberi:- Im.~ · -:du­

kungan Rakyat; mereka yang dapat memperoleh dukungan ter­

but bagi dirinya, memenuhi syarat untuk membuat keputusan 

yang mengikat 'tanpa menghiraukan jumlah mereka (Mumtaz , 
1993 : 89). 

B. Hubungan Pe mil ihan Dengan Demokras i Dalam Islam 

Setelah kita membahas tentang Pemilu dalam Islam dan 

tujuan pemilu dalam Islam, maka dalam benak kita • ::· timbul 

pertanyaan apakah mempunyai hubungan pemilu dengan demo-
, 

krasi dalam Islam. 

Pemilihan Umum dalam Islam merupakan salah satu ca­

ra untuk mengangkat kepala negara yang melalui musyawarah 

Pemilu dalam Islam terkenal dengan nama bai' at, yaitu:. 

pengangka~·an atau semacam perjanjian,sumpah. 

KaJ.au kita menengok kembali peristiwa pembai'atan 

Abu Bakar, Umar, ·g,aµ . :O,tsman . , · maka kita akan · .mcnemukan 

secara gamblang malmanya yang hakiki : orang-orang berkum­

pul, kemudian memilih seorang Khalifah, dan berikutnya me­

reka datang bersama-sama membai'atnya. 

Meskipun begi tu, tak satupun d iantaranya maksudnycr. Kha-

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



lifah yang mempunyai kekuasaan yang legislatif. Sebab ke­

kuasaan tersebut sebagaimana pernah saya utarakan hanya di 

berikan kepada para qodli (hakim). Dan dalam mengambil ke­

putusan pera hakim itu harus merujuk pada dalil-dalil yang 

bersumber Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan qiyas. Seperti hal­

nya fatwa para ulama, keputusan mereka juga menjadi dasar 

figh dan berlaku bagi pergaulan manusia ( Husain Haikal , 

1990 : 104). 

Pengangkatan orang yang baik merupakan masalah yang · 

berhubungan dengan baik dan buruk. Meskipun begitu, · ... . per~ 

soalan yang bagaimanakah pengangkatan itu dilakukan, atau 

apakah suatu proses pemilihan khusus itu benar atau tidak 

benar. Merupakan suatu persoalan yang harus dipecahkan de­

ngan intelegensia manusia dengan berpegang pada ··keadaan­

keadaan yang berlaku. Demikian pula tidak ada _prosedur 

yang digariskan untuk memberhentikan, seorang Khalifah. 

Adapun cara memecahkan: :persoalan tersebut di atas, dengan 

melalui dan mengadakan musyawarah (demokrasi). 

Menurut pendapat mayoritas, Nabi tidak mencalonkan 

atau menunjuk seorang pengganti beliau, juga tidak menen~ 

tukan suatu peraturan atau cara mengangkat dan memberhen­

tikan pengganti beliau. Struktur-struktur tersebut berkem­

bang sesuai dengan kebijaksanaan dan kebutuhan - kebutuhan 

masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi permanen, 

karena waktu dan s ituas i yang berbeda membutuhkan pemecah­

an yang berbeda pula. Karena itu tujuan Islam yang :se-

.-
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~ungguhnya adalah mendirikan sebuah masyarakat 

yang diatur syari'ah (Mumtaz Ahmad, 1993 : 61). 

beriman 

Hubungan timbal balik antara mengajukan gagasan dan 

mendengar gagasan itulah yang melahirkan prinsip musyawarah 

baik yang dilakukan secara langsung antar perseorangan da­

lam pergaulan sehari-hari maupun secara tidak langsung me­

lalui mekanisme dan perkembangan yang dipil ih ditetap):tan _ 

bersama. Sungguh, menurut agama Ra'sul hikmah Al-Masyurah 

(Pangkal kebijaksanaan adalah musyawarah). Bahkan Rasul­

Allah pun, dalam urusan kemasyarakatan, diperintah Allah 

untuk menjalankan musyawarah, dan untuk bersikaf teguh 

melaksanakan basil musyawarah itu dengan bertawakkal kepa­

Allah. Masyarakat pimpinan Nabi, demikian pula masyarakat 

pimpinan empat Khulafaur Rasyidin yang bijaksana, adalah 

masyarakat yang ditegakkan di atas prinsip musyawarah 

(Nurchalis Majid, 1994 : 59). 

Demokrasi dalam Islam itu, menurut 'Al-Gazali seba -

gaimana dikutib oleh Zainal Abidin, yaitu : dari ·, - -~akyat 

untuk Rakyat, karena Tuhan. 

Perlawanan yang gigih yang dilakukan oleh Al-Gazali ter­

hadap syi'ah ialah prinsip bahwa seseorang Imam adalah da­

ri Tuhan, Untuk Rakyat, karena Tuhan. Dengan tegas ditolak 

prinsip syi'ah tersebut bahwa seseorang kepala negara ha­

ruslah diakui Tuhan dari turunan Sayidina Ali bin Abi Tha-

1 ib, yang dimasa sekarang dinamakan Theo-Monarchi. 

Al-Gazali menegaskan bahwa seorang kepal ei negara, haruslah 
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{ ,-7 
I 

datang dari rakyat rlengan jalan pilihan, bukan karena tu-

runan dan harus bekerja untuk rakyat, dengan bera~9'rkan 1 

hukum-hukum Tuhan yang telah ditetapkan aga.ma Islam,sebab 

itu teori Demokrasi menurut 1U-Gc.zali, ialah darbrakyat 

untuk rakyat, karena Tuhan (from the people, to the people 

by God). Teori ini berbeda dengan teori demokrasi modern 

yang kosong dari suara wahyu dari Tuhan, yang berbunyi: 

dari rakyat, untuk rakyat, oleh r a_kyat (from the p§?ople, 

to the people, by the people) (Z. A. Ahmc.d,1974: 297) 

Dalam sebuah hadits Nabi digambarkan sebogai orang 

yang paling banyak melakukan musyawara.h beliau melakukan 

karena prinsip musyawarah merupakan sustu pe rintah dari 

Allah sebagaimana digariskan rtalam ayat yang dengan tegas 

menyebutkan perintah i tu yang artinya: 11 Dan bermusyawarah 

lah engkau Hai Muham1;iad dengan mereka dalam setiap urusan 

kemasyarakatan." Ayat terakhir ini apabila dijad ikan se­

bagai suatu garis hukum, maka dapat dirumuskan .. :sebagai 

berilfut : Hai i"luhamrnad engkau berrnusyawarah dengan para 

sahabat dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan . ~ atau 

secara lebih umum umat wajib bermusyawarah, dibebankan ke 

pada setiap :, penyelenggara kekuasaan negara dalam melak­

sanakan kekua~ aannya (M. Thah ir, 1992 83) • 

Kedaulatan mutlak itu hanya pada Tuhan. Jtedaulatan 

insani dianugerahkan kepada manusia sebagai Khalifah Allah 

untuk merealisasikan kehendak Illahi di &tas bumi. . _ ... _ --· ·- .. 

Melalui musyawarah ( Q .S. 3: 159, 42: 38) me..reka me mi-
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---- ~-- --

lih dan dan mengangkat (para) pemimpin sebagai .pelaksana 

·kepada amanat para pemilih. Ketaatan mutlak hanya boleh 

Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemimpin yang mereka 

pilih itu terbatas (tidak mutlak), yakni sepanJang sang 

pemimpin taat kepada ~llah dan Rasulullah serta setia ,JttJ• 

pada kesepakatan bersama yang telah dibuat antara , ; ~Ratyat 

dan pemimpin itu (Saifudin Anshari, 1991 :169). 

oalam Islam perkembangan yang tingkat . -- berttngkat · 

itu, orang memberikan kekuasaan begitu besarnya -~ . ~pada 

"Rakyat" baik mengenai pemilihan kepada kepala negara mau­

pun mengenai perundang-undangan. Suara Rakyat yang paling 

tinggi, sebab kedaulatan ~an kekuasaan yang tinggi adalah : 

ditangan raky·at terutama persoalan pemilihan. Rakyat ., ·-me-

nentukan untuk beberapa l&ma seorang . · kepala negara 

menduduki ku::"sinya dan rakyat pula yang menentukan setiap 

undang-undang dalam negara (Abidin, 1977: 104). 

Pendapat Laski yang dikutib Zainal Abidin, menegas 

kan bahwa demokrasi sangat sukar memberikan definisinya , 

tetapi dapat dicari didalam prinsip-prinsip hidup yang 

berlaku, baik didalam pemilihan, hubungan pemerintah r..:. :de.­

ngan Rakyat, hapusnya perbedaan hak-hak ekonomi, hilangnya 

hak-hak istimewa ( Zainal Abidin, 1977:13) 

Adapun cita-cita dasar yang menjadi sendi dari bcn­

tuk pemerintahan demokrasi ialah 

1. kedaulatan dari rakyat 
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2. Hak bersama bagi rakyat(seluruh rakyat) un~uk pemi­

lihan, 

3. Pemilu yang merata kepada setiap laki-laki dan wa-

nita dengan tidak ada perbedaaa, 

4. Hak kekuasaan ditangan jumlah yang banyak (Zainal­

Ab id in, 1977: 1 5) • 

Dari uraian di atas tersebut, maka jelas bahwa demo 

krasi / musyawarah itu mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan Pemilu, karena pemilihan membutuhkan musyawarah un­

tuk mencapai mufakat. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'­

an yang artinya: 11 ••• dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan-urusan kemasyarakatan 11 • Kemudian jika kamu 

telah membulatkan tekad untuk mengambil keputusan maka ber 

tawakkallah kepada Allah. 

c. Sistem Pemilihan Dalam Islam 

Setelah kita membahas tentang pengertian, dasar dan 

tujuan Pemilu serta hubungan Pemilu dengan demokrasi dalam 

. Islam, maka kita tidak bisa lepas dengan perbincangan me­

ngenai Sistem Pemilu Dalam Islam. 

Setiap individu dalam masyarakat pada masa Nabi saw 

sesuai dengan pendidikan, pelajaran dan pengarahan praktis 

yang diperolehnya dari Nabi saw secara langsung mengetahui 

benar-benar jenis pemerintahan manakah .yang seharusnya di 

tetapkan untuk masyarakat ini. Meskipun begitu, K.asulullah 
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saw tidak menunjuk seorang Khalifah(pengganti) beliau, na­

mun tokoh-tokoh dalam masyarakat muslim mengetahui benar­

benar bahwa Islam menuntut adanya kekhalifahan yang · ~ .dida­

sarkan atas musyawarah, maka tidak satu keluargapun yang 

memonopoli pemerintahan, tidak seorangpun merampas kekuasa­

an dengan kekuatan atau paksaan, dan tidak seorangpun men­

coba unttik menguji dirinya atau memaksakan pribadinya :'.§una 

mencapai kedudukan Khalifah, tapi masa Rakyat • - pad.a~ ·: waktu 

itu, dengan sukarela, telah memilih empat dari ·para sahabat 

Mabi, untuk diangkat sebagai Khalifah-Khalifah secara ber -

gantian. 

Umar telah menamakan sistem Khalifah ini sebagai 

"Khilafah yang adil dan benar" atau "Al-Khilafah Ar-Rasyida. 

Dan itu adalah kata-kata yang menjelaskan bahwa cara · .J.xii 

adalah satu-satunya cara yang benar bagi penggantian kedu­

dukan Rasulullah menurut pandangan kaum muslimin (Abul A~-­

la Al-Maududi, 1992 : 111). 

Seperti kita ketahui bahwa seorang kepala negara 

tidak akan mam·pu mengurusi semua negaranya dengan baik tan­

pa bantuan orang lain. Untuk kepentingan hal tersebut dia 

harus dapat memilih pembantu-pembantu atau pemimpin yang 

baik, sebab dari kebaikan merekalah akan terpancar kebaik­

kan~kebaikan bagi kepentingan rakyatnya{Ahmadie :1982:128). 

Oleh karena itu orang yang meminta jabatan untuk .- ., d~gkat 

menjadi pemimpin adalah yang semestinya dianggap tidak pan-
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tas menjadi pemimpin, seperti disabdakan oleh Nabi Muh~­

mad saw : 

L'~~,~~.>J\;~U' · J'tr \- , . ~v """"" . 

J__,__,,,\l>' ~ _;J, ~ \ _JLJJ <.f ..;:,~ ~~"'-' 

Ui"?~~~sL~'~~},~~t,~·,~;¥J~.w, 
~ ... 

"Dari Abu Musa r.a. katanya : Saya bersama dua 
orang kaum saya datang kepada Nabi saw.: yang se­
orang mengatakan: "Angkatlah kami untuk jabatan pe­
merintahan, ya Rasulullah!" Dan yang seorang lagi 
mengucapkan perkataan serupa itu pula. Beliau menj&· 
wab: "Sesungguhnya kami tidak mengangkat untuk itu 
orang yang memintanya dan tidak pula orang yang 
sangat mengharapkannya" (Bukhari, ft, IV :114). 

Pada dasarnya hadits tersebut menerangkan bahwa boleh, me­

minta diri (mencalonkan diri) untuk menjadi pemimpin akan 

tetapi harus melalui proses pemilihan dan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 

a. ~ Pengangkatan Khalifah 

Cara pengangkatan Hhalifah yang terjadi dalam se­

jarah politik Islam, pada garis besarnya ada 3 (tiga) ja-

lan, yaitu : 

1. Pemilihan oleh orang yang berhak memilih 

2. penyerahan oleh~ Khalifah terdahulu kepada puteranya 

atau seseorang familinya yang lain yang lazim dise­

but. lwal iyatul 'ahdi ( putera mahkota) 
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tas menjadi pemimpin, seperti disabdakan oleh Nabi Muham-

mad saw : 

L' ~~,~~.>L\\;~~' .~ . .,, us--\ , . ~rv~P~. 

J~v~l>'\~;J\~\ _j~~~Or-~~..rJ 

U)_,>~x;'~'L;;'~~~~~~;¥J~w' 
L_.j.s-... 

"Dari Abu Musa r.a. katanya : Saya bersama dua 
orang kaum saya datang kepada Nabi saw.: yang se­
orang mengatakan: "Angkatlah kami untuk jabatan pe­
merintahan, ya Rasulullah! 11 Dan yang seorang lagi 
mengucapkan perkataan serupa itu pula. Beliau menja- · 
wab: "Sesungguhnya kami tidak mengangkat untuk itu 
orang yang memintanya dan tidak pula orang yang 
sangat mengharapkannya" (Bukhari, H, IV :114). 

Pada dasarnya hadits tersebut menerangkan bahwa boleh, me­

minta diri (mencalonkan diri) untuk menjadi pemimpin akan 

tetapi harus melalui proses pemilihan dan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 

a. f.m Pengangkatan Khalifah 

Cara pengangkatan Khalifah yang terjadi dalam se­

jarah politik Islam, pada garis besarnya ada 3 (tiga) ja-

lan, yaitu : 

1. Pemilihan oleh orang yang berhak memilih 

2. penyerahan oleh' Khalifah terdahulu kepada puteranya 

atau seseorang familinya yang lain yang lazim dise­

but. :wal iya tul ' ahd i ( pute ra mahko ta ) 
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3. Perebutan jabatan Khilafah oleh seorang dengan ke­

kerasan. 

Ini adalah cara-cara yang telah terjadi ~epanjang 

perjalanan sejarah Islam, Sedangkan cara sepanjang ajaran 

Islam, yaitu Jabatan Khilafah itu adalah haknya semua 

orang Islam. Karena itu, kaum musiimin yang berhak memilih 

Khalifahnya, sesuai dengan cara-cara yang tidak bertentang 

an dengan prinsip ini. 

Al-Maward.1 yang lebih menitik-beratkan pendapatnya, 

yang dikutib Hasjmy pada kejadian sejarah, menulis sebagai 

berikut : 

Jabatan Imamah terisi dengan dua jalan : 

1. Dengan pemilihan "ahlul hilli wal 'aqdi" (orang ce~ 

dik pandai yang ditetapkan) (A. Hasjmy, 1984:178). 

2. Dengan janji penyerahan dari Imam sebelumnya(sistem 

wilayatul ;-. 'ahdi atau keputera-mahkotaan) ( A.Hasjmy 

1984 : 179). 

Cara-cara pemilihan Khalifah, menurut seorang sar­

jana Sejarah Islam, Abdul Wahab An-Najjar dikutib ~asjmy, 

menulis sebagai berikut : 

Tidaklah tercantum dalam Al-Qur'an sesuatu peratu­

ran tegas yang mengatur cara-cara pemilihan Khalifah ke­

cuali perintah yang bersifat umum, yang mengenai masalah 

Khalifah dan masalah lainnya, seperti mensif ati pekerjaan 

kaum Muslim in harus dengan Musyawarah. Juga Rasulullah ti-
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dak meninggalkan satu peraturan pun yang dapat dipakai ka~ 

um .Mi..lslimin waktu memilih Khalifah mereka ( Hasjmy, 1984 

181). 

• • 

Adapun jalan y~ telah mereka tempuh pada 

yang lalu ada 3 (tiga), yaitu: 

1. Pemilihan yang bersifat perundingan tanpa 

zaman 

adanya 

calon, seperti pemUihan dan pengangkatan ·Jc~~tfah 

Ab.\"\ ~~ ~~:r 

2. Cara penunjukan hanya seorang calon dari Khalifah 

terdahulu untuk dirtmdingkan, seperti pemilihan dan 

pengangkatan Khalifah Umar 

3. Cara penunjukkan beberapa orang calon ol~~~·Khalifah 

terdahilu untuk '11pUib ·-salah seoPabg: di antara me­

reka, seperti pemilihan dan pengangkatan Khalifah 

Usman (A. Hasjmy, 1984 :182). 

Proses pengangkatan Al-Khulafa Al-Rasyidin dengan cara 

yang berbeda-beda, seperti pengangkatan : 

1. Abu Bakar, 

Menjadi Khalifah yang pertama melalui pemilihan da­

lam satu pertemuan yang berlangsung pada hart kedua 

setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah beliau dama­

kamkan (Sjad2ali, 1990 :21). Kemudian kelompok . An­

shar melangsungkan pertemuan di Saqifah atau balai 

pertemuan Bani Saadah (Madinah) untuk memilih d~ 

mengangkat Khalifah. Pembai'atan dilangsungkan di 

mimbar Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Abu Bakar. 
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Menurut Maward.1 pada hakekatnya pemilihan Abu Bakar 

di Balai Pertemuan Bani Saadah oleh kelompok kecil 

yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendi­

ri. Mereka itu adalah : Umar Abu Ubaidah.;,.bin Jarah, 

Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, seorang budak Abu 

Khuzaifah yang telah dimerdekakan • Mereka itu bera­

sal dari dua kelompok Ashar, Muhajirin ( Quraisy) ,dan 

mas ing8mas ing dari unsur Khazraj dan Unsur Aus 

(Sjadzal'li, 1990 : 23). 

2; • .,Umar Bin Khattab, 

Cara pemilihan atau pengangkatan tidak sama ~ dengan 

Abu Bakar. Umar menjadi Khalifah kedua tidak melalui 

pemUihan .dalam ·suattt ;foruil pausyawarah-lyang:1terbuka, 

tetapi melalui penunjukan atau rwasiat oleh Abu Bakar 

Karena pada waktu itu Abu Bakar sakit, dan Dia kwa­

tir kalau tidak segera menunjuk pengganti aan ajal 

segera datang, akan timbul pertentangan '· .dikal.angan 

umat I .slam yang lebih hebat daripada ketika Nabi wa­

fat dahulu. Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat 

menggantikan Abu Bakar tidak lain adalah Umar, maka 

Dia mulai mengadakan pennusyawarahan tertutup dengan 

beberapa sahabat senior yang kebetulan menengok- Abu 

Bakar di rumah. Diantara mereka adalab Abd. al- Rah­

man bin Au:j: dan Utsman bin Affan dari kelompok Muha­

j irin, serta Asid bin Khadair dari kelompok Anshar. 

Pad.a dasa:rnya semua mendukung maksud Abu Bakar, mes-
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kiptm ada beberapa diantaranya yang menyampaikan 

pendapat bahwa Umar itu bersitat keras. Tetapi Abu 

Bakar tetap menunjuk Umar, dengan alasan nanti __ ka­

lau Umar menjadi pemimpin sifat keras Umar akan be­

rubah menjadi lebih lunak. Kemudian Abu Bakar, me­

manggil Utsman, lalu mendiktekan pesannya, kemudian 

Utsman menulis yang pada intinya menyatakan bahwa 

Abu Bakar telah menunjuk Umar supaya menjadi peng­

gantinya (Sjadzali, 1990: 24). Sesuai dengan pesan 

tertulis tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin 

Khattab dikukuhlan sebagai Khalifah kedua dalam su­

atu Bai'at umum dan terbuka di Nabawi.(Sjadzali,19-

90 :25). Dengan demikian, maka dapat < ... 'disi:inpulkan 

sebagai berikut : bahwa Khalifah Umar diangkat dan 

dipilih oleh pemuka Muslimin, Umar adalah :.. : . oalon 

ttmggal Khalifah Abu Bakar, waktu itu sakit ···. : ...:akan 

wafat, setelah bermusyawarah dengan para - --~•:-sahabat 

pil ihan ( Hasjmy, 1993 : 63) • 

3. trtsman Bin Affan, 

Pemilihan Khalifah Utsman melalui proses yang ber­

beda dengan Umar, tidak serupa pu.}.a dengan Abu Ba­

kar. Dia dipilih oleh sekelompok orang yang nama -

namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia · wa- 1-

fat. Umar sebelum meninggal, secara tidak langsung 

telah mentmjuk pengganti. Dia hanya menyebutkan ,." 6 

(enagi) ~.sahabat senior yaitu : Ali bin Abu Thalib , 
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7~ 

utsman, Saad bin Abu Waqqash, Abd Al...Rahman bin Au.f 

Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin UbaidUlah, serta 

Abdullah bin ) Uma», putranya, tetapi "tanpa · ~- · . h&k 

suara". Menurut Umar, Kenapa:··.inemilth .enam: orang ter 

sebut, yang semuanya dari kelompok muhajirin atau 

Quraisy, karena mereka berenam itu dahulu dinyata-
' . 
kan oleh Nabi sebagai calon-calon penghuni surga 

dan bukan karena masing-masing mewakUi .·'. ::· .keJ,ompek 

atau suku tertentu (Sjadzali, 1990 :25};Setelah':.1tu 

mereka berenam mengadakan perundingan (musyawarah ) 

paling lama tiga hart. Ternyata mereka sepakat yang 

menjadi Khalifah adalah Utsman. 

Jadi, Khalifah Utsman diangkat dan dipilih dari 6 

( enam) calon terse but diatas, yang di tunjuk ,:Khali­

fah Umar sebagai pengganti waktu beliau akan wafat 

dari suatu pembunuhan. 

4. Ali bin Abu Thalib, 

Ali diangkat menjadi Khalifah yang ke empat mela­

lui pemilihan, ya~g menyelenggarakannya jauh dari 

sempurna. Setalah para pemberontak membunuh Utsman 

bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia di­

angkat menjadi Khalifah. Pada waktu itu Madinah da­

pat dikatakan kosong. Kemudian, muncullah : 3 tokoh 

senior itu dan berbai'at kepada Ali, dan segera di 

ikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok Muhaji-

rin maupun kelompok .Anshar. Orang pertama yang ber-
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~· bai' at kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah. 

Terhadap perbedaan antara pemilihan terhadap Ali 

dan pemilihan Abu Bakar dan Utsman. Dalam dua pem1-

11han yang terdahulu meskipun mula-miUa \· .. ~terd:apat 

sejumlah orang yang menetang , tetapi setelah ca­

lon-calon itu dipilih dan diputuskan menjadi Khali­

fah, orang-orang tersebut menerimanya dan ikut ber­

bai' at serta menyatakan kesetiaanya, tennasuk Ali , 

baik terhadap abu Bakar maupun terhadap Utsman 

(Sjadzali, 1990 :27). Pemilihan dan pengangkatannya 

(Khalifah Ali) adalah !;lal:am· suaaana yang sangat ke­

ras, dengan pertimbangan kalau Khalifah tidak dipi­

lih dan diangkat, keadaan akan menjadi kacau lagi 

(A. Hasjmy, 1993 : 63). 

Dari uraian pemilihan dan pengangkatan para Khula -

faur Rasyidin, kita dapat menarik · kesimpulan bahwa : 

1. Khalifah d,ipilih dan diangkat oleh jemaah kaum Mus­

limin dengan musyawarah. 

2. Pemilihan ada dari calon (calon-calon) ya11g diting­

galkan oleh Khalifah terdahulu, dan ada dari calon­

calon yang dikemukakan oleh jemaah Muslimin sendiri 

3. Para Khalifah tidak ada yang mencalonkan putranya 

sendiri. 

4. Dalam masa pennulaan Islam, betul-betui "Demokrasi 

Islam" telah terlaksana dalam memilih Kepala Negara 

( Hasjmy, 1993 : 63). 
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Beginilah perjalanan sejarah daJ.am rangka pemilihan 

dan pembai' atan para Khulafaur-Rasyidin. Darl peristiwa 

sejarah itu, kita dapat mengambil kesimpulan yang merupa­

kan pelajaran, yaitu : bahwa Bai'at mituk seseorang Khali­

fah tidak akan terjadi, kecuali dengan menempuh proses pe­

milihan Umum oleh para pemilih yang terdiri daripada para 

cerdik pandai seluruhnya atau sebagiannya, dan . ·kemudifa.n 

dengan persetujuan calon Khalifah itu sendiri. Bahwa · pe­

nunjukan oleh Khalifah yang sedang berkuasa, pada hakikat­

nya adalah pencalonan, yang harus disetujui oleh para cer­

dik pandai. Pada dasarnya Pemilihan Al-Khulafaur Rasyidtn, 

beserta pengangkatannya itu juga melalui m\lsyawarah yang 

dihadiri oleh para cerdik pandai (Ahlul hilli wal 'aqdi ), 

dan juga melalui proses pemilihan umum (Hasjmy, 1984:190). 

b. Cara Pemilihan Atau Seleksi Imam 

Menurut Mawardi, dikutib SjadzaJ.i, tmtuk pemilihan 

atau seleksi diperlakukan dua hal sebagai berikut: 

1. Ahl al-Ikhtiar atau mereka yang berwenang untuk me­

milih Imam bagi ummat. Mereka harus memenuhi tiga 

syarat : 

a. memiliki sifat adil 

b. memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan me­

reka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk 

diangkat sebagai Imam. 

c. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang me­

mungkinkan mereka memilih siapa yang paling te-
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pat untuk menjadi Imam, dan paling mampu mengelo.:r, 

la kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi 

syarat lll'ltuk jabatan itu. 

2. Ahl al-Imamah, atau mereka yang berhak mengisi 

batan Imamah. Mereka harus memiliki tujuh syarat 

a. Sikap adU dengan segala persyaratannya, 

b. Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad, 

c. Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya, 

d. Utuh anggota-anggota tubuhnya, 

ja-

• • 

e. Wawasan yang memadai untuk mengatur . . •. Itebidupan 

Rakyat dan mengelola kepentingan umum, 

f. Ke beranian yang memadai lll'ltuk melindungi rakyat 

dan (Sjadzali, 1990: 63) mengenyahkan musuh, 

g. Keturunan Quraisy (Sjadzali, 1990:64). 

Ibnu Khaldun menetapkan syarat-syarat untuk diang -

kat menjadi Khalifah ada empat syarat sebagaimana di kutib 

Hasjmy (1984) : 

a. Ilmu pengetahuan sampai pada tingkat 

berijtihad, 

-sapggup 

b. Keadilan, karena keadilan menjadi syarat ·. ":: bagi 

segala macam Jabatan Agama, 

c. Kesanggupan (kifayah), yaitu berani me?jjaJ.ankan 

had dan menghadapi peperangan serta · mengerahkan 

rakyat untuk berperang, mengetahui ha! ihwal di­

plomasi dan cakap bersiasat. 

d. Kesejahteraan indera dan anggota dari kecerdasan 
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seperti gila, buta, tuli, cacat tangan serta kaki , 

-- ·, de,n sebagainya ( Hasjmy, 1984 : 165) 

Menurut Al-Gazali, ada sepuluh syarat untuk diang­

kat sebagai fillalifah, sebagc.imana dikutib Sjadzali,1990-:.78) 

yaitu : 

a. Dewasa aqil baligh, 

b. Otak yang sehat, 

c • Me rde ka dan bukan budak, 

d. Laki-laki, 

f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat, 

g. Kekuasaan yang ny?ta, terriedianya perangkat yang me-

madai, termasuk angkatan perang, 

h. Hidayah; daya pikir:_dan daya rancang yang kuat, 

i. Ilmu pengetahuan, 

j. Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan menge 

dalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang tetlaran__g 

dan tercela) (Sjadzali, 1990: 78). 

Menurut Abdul Kadir Audah ada delapan syarat untuk 

menjadi Khalifah sebagaimana .dikutib Hsjmy (1984: 165) 

1. Islam, untuk menjadi Khalifah haruslah i"luslim, 

2. Pria, karena wanita menurut tabiatnya tidak cakap 

untuk memimpin negara, 
-

3. Taklif, harus mukallaf, artinya telah dewasa lagi 

berakal, 

4. Ilmu Pengetahuan, harus mengetahui hukurn Islam,, 
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8/ 

karena dia bertugas melaksanakannya dan menga~ 

r ahkan politik negara dalam batas-batas Islam, 

5. keadilan, karena dia me ma.ngku satu j abatan yang 

menj ad i induknya segala jabatan lain, yang semua 

membutuhkan syarat ke adilan, 

6. kemampuan dan kecakapan, untuk mernirnpin dan mem­

bimbing umat, dan sanggup menguasai tata usaha, 

dan _-politik, 

7. kesejahteraan, sejahtera indera dan anggota tu­

buh dari kekurangan dan cacat, seperti buta, tu­

li bisu, dan sebagainya, 

8. turunan Quraisy, (Hasjmy, 1984: 168). 

Menurut Jumhur Ulama bahwa orang yang berhak me11E­

gang jabatan Imamah adalah seorang yang mampu berijtihad 

didalam masalah-masalah pokok dan cabang agama supayg da­

pat menegakkan kepentingan agama, punya wawasan, supaya d& 

pat menegakkan kepentingan kekuasaan, .seorang pemberani .,, 

supaya mampu membela hak (Yusuf i•lusa , 1991:67). Be gitulah, 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Khalifah. 

Dalam masalah proses pengangkatan kekhalifahan ter­

sebut di atas, maka jelaslah bahwa proses kekhalifahan bu­

kan pura-pura, melainkan Allah telah berjanji bahwa Dia 

akan mewakilkan kekuasaan-Nya di dunia kepada mereka yang 

percaya kepada hukum alam yang universal dan berbuat keba­

jikan. Hal ini berarti bahwa keseiuruhan kekuasaan duniawi 
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,-, 0 
() rl'-

harus dilaksa.Qakan oleh mereka yang telah membuktikan 

tingkah lakunya, bahwa hal ini tidak akan · , ·bette~tangan 

dengan prinsip-prinsip dasar trilaku universal seperti 

persamaa.D manusia, kemanusiaan, pemusatan, disiplin,peng-

abdian diri dan sejumlah sifat lain yang terdapat dalam 

Kitab Suci Al-Qur'an. Ini tidak berarti bahwa Kitab suci 

Al-Qur'an sama sekali mengesampingkan norma-norma terten­

tu· yang ditetapkan bagi j,enguasa (Syed Mahmudun Nasir, 1991 

: 537). 

Memang pada kenyataanya, prinsip musyawarahlah yang 

tetap dipegang 9,an dipertahankan oleh para Khalifah .·sesu­

dah Abu Bakar dalam rangka menetapkan si.latu. pendapat ~ yapg 

tidak ada nash dalam Al-Qur'an atau stmnah Rasulullah,ata~ 

ada nash, namun masih diragukan dan akhirnya menjadi ,;sum­

ber hukum baru yang dipraktekan setelah wafatnya Na.bi ~ .:f!fu~. ; 

hammad saw, mengenai sist~m pengangkatan Imam atau sistem 

pemilihan dalam Islam. 
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